LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
SAWAHLUNTO/SIIUNJLUNG
NOMOR URUT 29 TAHUN 2004

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SAWAHL JINTOUSIFUNJUNG

NOMOR 11 TAHUN 2004
TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN

PENANAMAN MODAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAWAHLUNTO/SITUNJUNG,

Menimbang : a, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor § Tahun 2003 teatang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dirasa
perln untuk menyesuaikan Organisasi Dinas
Diaerah Kabupaten SawahluntofSijunjung;

b bahwa dalam rangka meningkatkan efekrifitas
dan efisiensi Organisasi Dinas- Koperasi,
Perindustrian dan Perdagangan scbagai unsur
pelaksana, dirasa perlu untek merubah Strukduer

Organisasi dan Tata Kerja-nya,

<]

bahwa berdasarkan pertimbangan sebugaimana

dimaksud dalam Wnuf  a dan b diatas perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunzn
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi,
Perindustrian, Perdagangan -dan Penanaman

Modal,
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Mengingat

L

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah  Otonom  Kabupaten
dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Momor
25);

Tndang-Undang Nomor | Tahun 1967 tentang

Penanaman Asing (Lembaran Negara Tahun
1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Nomeor 2818),

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang
Metrologi Legal (Lembaran Megara Tahun
1981 Nomor 11, Tambahano Lembaran Nesara
MNomor 3193);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang
Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara
Tahun 1982 Momor 7, Tambahan Lembaran
Megara Nomor 3214},

Undang-Undang Nomeor 5 Tahun 1984 tentang
Perindustria ( Lembaran Negara Tahun 1984
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor
32740,

Undang-Undang Nomor 25 Tahua 1992 tentang
Perkoperasian,

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang
Usaha Kecil ( Lemberan Negara Tahan 1995
Nomo: 74, Tambahan Lembaran Negara Momor
3G ), !

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindunga Konsumer,

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun
1999 Nomar 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3835);
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1.

12,

14

13

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 teniang

Perimbangan Keuangan antard Pemerintah
Pusai dan Daerah (Lembaran Negara tahun
1999 Momor 72, Tambahan Lembaran Megara
Momor 3848);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Trharmasrava,
Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten
Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat
{Lembaran Negara Tahun 2003 Momor 153,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348),

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat I Sawahlunto, Kabupaten
Daerah Tingkat IT Sawahlunto/Sijunjung dan
Kabupaten Daerah Tingkat IT Solok (Lembaran
Megara Tahun 1950 Nomor 50

 Peraturan Pemerintah Nomar 25 Tahun 2000

tentsng ~ Kewenangan Pemerintah  dan
Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nemor 34
Tambahan Lembaran Lembaran Negara Nomor
3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tabun 2003
tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14),

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999
tentang  Tekhnis  Penyusuiian Peraturan
Perundang-undangan can Pentuk Rancangan
Undang-undang, = - Rancangan Peraturan
Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden
{Lembaran Negara Tahun 1999 Naomor 74U},
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Dengan persetojuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SL UNJUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN

SAWAHLUNTO / SIJUNTUNG TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS  KOPERASI, PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN DAN PENANAMAN
MODAL

BABI
KETENTUAN UMUM

Tasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

b=

LA W

Daerah adalah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;

Pemerintah ~  Deerah  adalah  Pemerintah Kabupaten
Sawahlunto/Sijunjung,

Bupati adalah Bupati Sawahlunto/Sijunjung;

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sawahlunto/Sijunjung;
Sekretariat Daerah  adalah  Sekretariat Daerah Kabupaten
Sawahlumto/ Sijunjung,

Sekretards Daerah  adalah  Sekretaris Dacrah  Kabupaten
Sawahlunto/ Sijuiung;

Linas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan den Penanaman
Modal adalah Dinas Koperasi Perindustrian, Perdagangan dan
Penanaman Modal Kabupaten Saveahtuntay Sijunjung;

Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas
Koperasi Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal
Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.
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BABII
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSL

Pasal 2

Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal
merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang koperasi,
perindustrian, perdagangan dan penanaman modal, dipimpin oleh
seorang Kepala vang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretans Daerah.

Paszal 3

Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal
mempunyai tugas melaksanakan desentralisasi dibidang loperasi,
perindustrian, perdagangan dan penanaman modal.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimaaa dimaksud Pasal 3, Dinas
Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal
menyelenggarakan fingsi ;

a perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, perindustrian,
perdagangan dan penanaman modal, >

b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum koperasi,
perindustrian, perdagangan dan penanaman modal;

¢. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di hidang
koperasi, perindustrian, perdagangan dan penanaman modal,

d. ~pengelolaan urusan ketatauszhaan Dinas.

BAB IIT
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan
Perdagangan terdiri dari :

a. Bagian Tata Usaha;



(2}

{3)

(1

(2)

b. Bidang Koperasi, Pengusaha Keail dan Menengah;
Bidang Perindustrian,

Ridang Perdagangan,

Bidang Penanaman Modal,

Unit Pelakszna Teknis Dinas ( UPTD J;
Kelompak Jahatan Fungsional.

m o o

Bagian, Bidang, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok
Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

Bagan susunan organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan
Perdagangan sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Dagrah ini.

Bagian Pertama
Bagian Tata Usaha

Pasal 6
Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan
perencanaan, kepegawaiar, keuangan, perlengkapan dan urusan

umum,

Bagian Tata Usaba dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang
herada di bawah dan bertanggune jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

Dalam melaksansian tumis sebugaimana dimaksud Pasal 6, Bagian
Tata Lisaha menyelenggarakan fungsi :

oo TP

pelaksanaan pemibinaan organisasi dan tata laksana;

pelaksanazn pengelolaan administrasi kepegawaian,

peiaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;

pelaksanaan pengurusan rumah tangga dan perlengkapan, surat
menyurat dan kearsipan
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(1)

(2)

(1)

2)

(1

(2)

Pasal 8
Bagian Tata Usaha terdiri dari ©

a Sub Bagian Umum dan Kepegawaiai,
h.  Sub Bagian Perencanaan dan Kevangan;

Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat {1), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Pasal 9
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai  fugas
mengumpulkan, analisis dan penyajian data statistik, urusan sorat
menyurat serta menyusun bahan pembinaan organisasi dan tata
laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepegawaian;

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyal tugas
mengumpulkan dan merumuskan  rencana dan  program,
meliksanakan pengelolaan administrasi keuangan, penyiapan
bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja
dinas, mengurus pembukuan, melakukan perhitungan anggaran
dan verifikasi, serta mengurus perbendaharaan,

Bagian Kedua
Bidang Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah

Pasal 10

Bidarg Koperasi, Pengusaha Kzcil dan Menengsh mempunyal
migas pelaksanaan penyiapan rencana dan program bahar
perumusan  dan  penjubaran  kebijaksanaan, bimbingan
pemberdayaan koperasi, kelembagazan dan fasilitesi pembiaysan;

Bidang Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh

seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepaca Kepala Dinas.
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Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sehagaimana dimaksud Pasal 10, Bidang
Koperasi, Pencusaha Keeil dan Menengah menvelenggarakan fiingsi -

a.

b

(1}

(2)

(1)

(2)

penyiapan rencana progeam bahan perumusan dan pemjabarai
kebijaksanaan teknis dan pemberdayaan koperas,

penyiapan rencana dan  program proses  pendirian dan
pembubaran, program penyuluhan dan pendidikan koperasi di
bidang kelembagaan koperasi,

pengeloiaan dan pembinaan tenaga penyuluh koperasi / konsultan
koperast, usaha keci] dan menengah,

penyiapan rencana di hidang fasilitasi pembiayaan koperasi-

Pasal 12
Bidang Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah yerdiri dari -

2 Seksi Pemberdayaan Usaha Koperasi, Pengusaha Kecil dan
Menengah; s
b, Seksi Kelembagaan dan Fasilitasi Pembiayaan.

Geksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-
masing dipimpin aleh seorang Kepala Seksi yang berada di
hawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 13

Seksi Pemberdayaan Usaha Koperasi, Pengusaha Kecll dan
Menengah- mempunyal tgas menyusun TeHcand dan programl,
menyiapkan bahan perumusail dan penjabaran kebijaksanaan
teiais dan bimbingan usaha koperasi, pengusaha kecil dan
menengah seita mengelola dan membina tenaga penyuluh
lapangan { konsultan operasi, usaha kecil dan menengah;

Seksi Kelembagaan dan Fasilitasi Pembiayaan mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan rencana dan program proses pendirian
dan pembiubaran koperasy, peyuluhan dan pendidikan koperasi di
bidang kelembagaan koperasi, penyiapan bahan perumusan dan
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(i}

(2)

penjabaran kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan di bidang
fazilitasi pembiayaan

Bagian Ketiga
Bidang Perindustrian

Pasai 14

Bidang Perindustrian mempunyal wgas tnelalcsanakan penyiapan
pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijaksanaan
pembinaan dan pengembangan Sarana, usaha dan produksi,
peningkatan kerja sama dalam pemantauan serld gvaluasi
pelaksanaan kebijaksanaan teknis industri;

Bidang Perindustrian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang vang
herada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 14, Bidang
Perindustrian menyelenggarakan fungsi !

a.

(1)

penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan
pabrik atau proyek, pemilikan dan penggunaan mesin/peralatan,
hahatt baku dan bahan penclong di bidang industri -sert analisa
data, memantau dan menyusun laporan dalam menyiapkan 1rusan
perizinan industri logam, mesin, kimia dan aneka,

penyizpan bahan bimbingan teknis dan penyuluhan, peoanaman
modal, pemanfaztan fasilitas usaha, cara nenggunaar bahan baku
den bakan penolong, pencegahan pehcemaran seria  urusan
perizinan industri hasil perianiar dan kehutanan.

Pasal 16
Bidang Perindustrian terdisi dari

a  Seksiindustn Logam, Mesin, Kimia dan Aneka,
b, Seksi Industri Hasil Pertanian dan kulin.
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(2 Sekai-Sekst sehagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-
masing dipimpin oleh searang Kepala Seksi yang berada di
hawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

Pasal 17

(1} Seksi Industri Logam, Mesit, Kimia-dan Aneka mempunyal WEas
penyiapan hahan himbingan teknis pembinaan dan pengembanga
pabrik atau proyek, pemilikan dan penggunaan mesin/peralatan,

hahan baku dan bahan penolong di bidang indusin serla analisa
data, memaniall dan menyusun laporat dalam menyiapkan yrusan
perizinan industri logam, mesin, kimia dan aneka:

(2) Seksi Industri Hasil Pertanian dan Kulit mempunyai fugas

Penyiapan bahan bimbingan teknis dan penyuluhan, penanaman

modal, pemanfaatan fasilitas usaha, cara penggunaan bahan baku
dan bahan penilong, pencegahan pencernaan  seria urpsan
perizinan industri hasil pertanian dan lehutanar

Bagian Keempal
Bidang Perdagangan

Paszal 18

(1) Bidang Perdagangan memputivel tugas penyiapan pemberian
pimbingzn tekmis terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan
dan pengembangan sarand usaha peningkatan kerja sama dan

pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kehijaksanaan teknis di

bidang perdagangas dalam negeri dan pembinaan permasaran.

{2) Bidang Perdazangan dipimpin oieh seoralls Kenzla Bidang yang
herada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Dalam melaksanakan Tugas sehagaimana dimaksud Pasal 18, Bidang
Perdagangan menyslenzgarakan fungsi |

4. penylapan pemhariaﬂ himbingan teknis terhadap pelaksanaan
kebijaksanaan pem inaan dan pengembangan usaha perdagangan,
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()

(2)

(1)

distribusi, pembinzan pemasaran, promaosi serta pemantauan dan
evaluasi kegiatan di bidang usaha perdagangan dalam neEer;

pemaniauan, mengawasasi  dan memfasilast  pelaksanaan
perlindungan konsumen.

Pasal 20

Bidang Perdagangan terdini dari -

s Scksi Usaha Perdagangan Dalam Negeri, Promosi dan
Pemasararn,

b. SeksiPerlindungan Konsumen.

Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-
masing dipimpin oleh scorang Kepale Seksi yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang,

Pasal 21

Seksi Usaha Perdagangan Dalam Negeri, Promosi dan Pemasaran
mempunyai tugas menyiapkan pemberian  bimbingan teknis

_ terhadap  pelaksanaan kebijaksanaan  pembinaan dan

(25

(1)

pengembangan usaha perdagangan, distribusi, serta pemantauan
dan evaluasi kegiatan di bidang usaha perdagangan dalam negeri,
pelaksanaan  kebijaksanaan pcmbinaan  dan pengembangan
pcmasaran dan promosi produksi daerah;

Seksi Perlindungan Konsumet mempunyai tugas memantal,
mengawssi  dan  memfasilitasi pelaksanaan  perlindungan

konsume:n,

Bagian Kelima
Bidang Penanaman Modal

Pasal 22
Bidang Penanaman Maodal mempunyai tugas melaksanakan

penyizpan  pemberian bimbingan  ieknis  pelaksanaan
kebijaksanaan penanaman modal;
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(2) Bidang Penanaman Modal dipimpin cleh seorang Kepala Bidang

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Drinas.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas schagaimana dimaks:d Pasal 22, Bidang
Penanaman Modal menyelenggarakan fungst : '

(1)

(2)

(1)

pembinaan teknis dan pelayanan umum di hidang penanamar
maodal;
pemberian perizinan dan pengendalian penanaman maodal.

Pasal 24
Bidang Penanaman Modal terdiri dari |

s Seksi Perencanaan dan Promos;
b. Seksi Perizinan dan Pengendalian Penanaman Modal,

Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-
masing dipimpin oleh scorang Kepala Seksi yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 25

Seicst Perencanaan dan Promesi mempuityal [Ugas melaksanakan
pendataan investasi,  analisis inveslasi,  Penyusunan

pengembangan potensi daerah, promas! didalam dan luar negen,

Seksi Perizinan dan Pengendalian Penanaman Modal miempunyai
tugas melaksanakan aphkasi investasi, pelayanan investasi,
pemberian izin usaha tetap dan izin kerja temaga asing,
pengendalian, pembinaan, evaluasi dan pelaporan.
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(1)

(2)

(1)

(2)

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 26

TUnit Pelaksana Teknis Tdnas adalah unsur pelaksana tekms
operasional Dinas;

Unit Pelaksana Telmis Dinas dipimpin aleh seorang Kepala yvang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas mempunyai
tugas melakukan kegiatan teknis di bidang keahlian masmg-
masing;

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1)
Pasal ini dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku
ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas atau kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas
yang bersangkutan

BABTV
TATA KERJA

Pasal 2&

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepals
Bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana
Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan
masing-masing maupun anar satuan organisasi sesuai dengan tugas
masing-masing.
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BAB WV
URAIAN TUGAS, PENGANGKATAN DAN ESELON

Pasal 29

(1) Uraian tugas Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Bagian,
Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Jabatan
Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

(2) Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Sub
Bagian, Kepala Seksi, dan Kepala UPTD serta Jabatan Fungsional
diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku:

(3) Eselon Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Sub
Bagian, Kepala Seksi, dan Kepala UPTD mengacu  kepada
peraluran perundang-undangan vang berlaku:

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

FPasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 12 Tahun 2002 teatang
Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dan Peraturan Daersh Kabupaten
Sawahlunto/Sijunjung Nomor 18 Tahun 2002 tentang Susunan
Organisasi Kantor Peugendalian Dampak Lingkuugan dan Peranaman
Moda! Ksbupaten Sawahivnto/Sijunjung dinvatakan tidak berlaku
lagi, .
Pasal 31
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini

sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lenjut dengan
Keputusan Bupati,
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Pasal 32
Peratuian Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundanglkan,

Agar seliap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundargan Parsturan Daerah ini dengan penempatannva dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung,

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 8 Juni 2004

BUPATI SAWAHLUNTO/SITUNTUNG,
Do
DARIUS APAN
Diundangkan di Muaro Sjunjung
pada tanggal 23 Juni 2004
SEKRETARIS DAERAH,
Dio

Drs. SYAMSURIZAL
Nip, 010087170,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO /
SIIUNJUNG TATIUM 2004 NOMOR ; 29
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